PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAY 11

MOJOKERTO

PERATURAN DAERNH KOTAMADYA DNERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 11 TnHUN 19964

TENTANG

FERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DOERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1
MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANSG PAIAK ATAS PERTUNJUKAN DAN
FERNMATIAN UMUM DBI WILAYAH KOTAMADYA DAERARH TINGENT 11 MOJOKERTO

Meniabiang

Mengingat

DENGAN RAHMNAT TUHMM YNNG MAHA £54
WAL TEOTAMNDYA KEPALA CAERNH TINGKNT I1 MOJOKERTO

bahwa dengan semakin meningkatnya Jumlah  berbaeonl

sarana pertunjukan dan keramaian umum o3 s Jayah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto, maka oo
dapat menjangkau seluruh obhyek poritunjokan dan

keramaian umum  perlua ditingkatkan LETG @t .
pembinaan dan pengendalian terhadap bBerbhana:
sarana tercebut

bahwa gunza memenuhi maksud tersebut pade huruf o
Konsiedran inl dan dalam rangka meningkathkan
pelayanan kepada masyarakat dibidang pertunjukan
tan keramaian umum serta meningkatkan Pendapatan
Acli Daerah dari sektor pajak, dipandang perlu
untuk diadaktan perubahan dan menuangkan  ketentuan
perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1930 tentang Pem-
bentukan Pacrah-daerah Kota Keecil dalam b ingkungan
Propinsi Jawa Timur/sJawa Tengah/Jawa Barat ;

Undang-undang Momor 11 Drbt Tabun 1957 tentang Per—
aturan Umum Pajpad Daerah {Lembaran Megara Republik
Indonecia Tahun 1957 MNomor 596, Tambahan Lembaran
Nogara Republik Indonesia Nomor 1287) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di  Daerah {Leinbar an Negara
Republik Indongsia Tahun 1974 Nomer 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)

Undang-undang Nomor 8 Tahur 198! tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik  Induroora
Tahun 1281 Nomor 74, Tampahan Lembaran Megeras
Republik Indonesia Nomor 3209) ;

Peraturan Pemerintah NMomor 17 Tahun 19282 tenianng
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik indone—
Ssia Tahun 1982 Nomor 71, Tambahan lLembaran HNegara
Republik Indonesia Nomor 3242) 3



4. Ppraturan Menteri Dalam Megeri Nomor §0Tabhun 1994
tentang Pedoman Pomungutan Pajak Pertunjukan dan
Keramaian Umum ;

7. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 101 Tahun 1972
tentang Pembuatan Film Bersama Ontara Produser
Film Nasional dengan Produser Film Acang ;

8. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 14 A0 Tahun 1973
tentang Pembuaten Film di Luar Negeri cleh Produ-—
ser Film Naciwmnal 3

9. Keputusan Mentorl Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1983
tontang Penertiben Peredaran Film dan Pembioskapan
di Dacrah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah 3

10. Keputusanlﬂcnteii Palam Hegeri Nomor 22 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawal
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dasrabh ;

11, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1597
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Peruvbahan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor #1 Tabwn 17925
tentang  Pedoman Tarip Pajak Pertuniukan dan Koo
ramalian Umum ;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jaws
Timur Nomar 138 Tahun 1984 tentang Podoman Ponggo-
longan (klasifikasi) Bioskop Standarisasi  Harga
Tanda Masuk (HTM} Bipskap di1 Jawa Timur ;

14 . Peraturan Dasrah Kotamadya Dacrah Tingkat II Maio—
terto Nomor ! Tahun 1990 tentang Penyidik  Prgawai
Megeri  Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Mojokerto j

15. Peraturan Daprab Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojo-
kerto Momor 5 Tahun 1992 tentang Pajak Atas Por—
tunjukan dan Foramaian Umum di Wilayash Kotamadya
Dacrah Tingkat 11 Mojockerto.

Dengan percetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ¥otamadya Daerah
Tingkat 1§ Mojokcrto,

Monetapkan

MEMUT UL KAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJO-
KERTO TENTANG - PERUBAHAN PERTAMN  PERATURAN  DNAERAN
KOTOMADYS DAERNAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMDR 3 TNHURN
1997 TENTANG PAJAK NTAS PERTUNJUKAN  DAN  KERAMAINMN
UM Bi WILNYNH  KOTAMADYH DRERAH TINGKAT I
MOJOKERTO .

.Pasal I

Poraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojo-
kerto Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pajaek Atas Portunju-
kan dan Keramaian Umum di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat [I Mojokeorto yang disahkan dengan Surat
Keputusan  Mentori Dalas MNegeri Nomor FIT.A35.359-553



tanggal 9 Juni 1723 dan daiundangkan dalam  Lembaran
Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat 1 Moijokerto Momor
/A tanggal 29 Juli 1993 Seri N, diubah coobagad
berikut :

Pasal 4 avat 1 diubah sebagai berikul
{1) Besarnya Pajak untuk setiap pertuniuvkan dan
keramaian umum ditetapkan cebagai berikut -
a. Pertunjukan film dan bioskop ditetapkan dar:
Harga Tanda Masuk (HTM} sebagai berikut

Klasemen Biocskop Tarip Falak
N 11 29 % dari HTM
Nl 26 % dari HTM
B II 21 % dari HTHM
B 1 20 7 dar:i HTM
C 17 4 dari HTM
D 13 4 dari HTM
Keliling 10 % dari HTM

b. Pertunjukan olah raga, sebesar 153 L (lima
belas perscratuns! dari HTM atau pembayaran H

c. Pertunjukan di Hotel, Bar, Diskotik dan Seje
nisnya scbesar 30 L {(tiga puich percoratus
dari HTM, sedangkan pertunjukan di tempat-—
tempat yang blasa dikunjungi macyarakat,
sebesar 15 % {lima belas perseratus) dari HUD:

d. Pertunjukan Kesenian yang bercafat tradisio-
nil yaitu jonic kesenian yang perlu dilinddng:
dan dilestarikan karena mengandung nilai-
nilai tradisi  yong luhur dan kesenian yang
bersifat krecatif yang bercumber dari konenian
tradici-onal, sehesar 10 4 {(nepuluh  procen)
dari HTM 3

e. Pertunjukan Sirkus, Pasar Malam, Pameran dan
sejenisnya, sebesar 20 4 (dua puluh  perceras
tus) dari HTM :

f. Usaha Jasa Karaoke, sebesar 30 %4 {(tiga puluh
perseratus) dari HTM H

g- Porsewaan vidcoo cascete, laser disk dan seje—
nisnya, schecar 12 2 {lima belas perceratus)
dari harga scwa 3

h. Pertunjukan dan koramaian cmum Yang monggunas
kan alat ketramgilan yang digcrakkan dongan
menin elektronik maupun mekanik, nebecar
Rp. 7.900,- (tujuh ribu 1lima ratus rupian;
setiap bulan per mesin

i. Taman Rekreasi, kolam renang, kolam memancing
dan oejenicnya sebesar 15 X (lima belac per -
seratus) dari HTM/pembeyaran  ;



Jj- Usaha permainan Billyard {Bola Sodakd noebhesar
Rp. 25.000,- (dua pulubh limsd ribu  ruplah)
setiap bulan per meja ;

k. Pertunjukan dan keramalan umum lainnya schesar
10 7 {sepuluh perceratus} dar: HTM.
Paral Ii

Poraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tang-—
gal diundangkan.

fhgar setrap orang dapat mengetabuinya, m@me—
merintahkan pengundangan Peoraturan Dasrah inl dengan
penempatannya dalam Lombaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat Il Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada targgal I Desember 1994
DEWAN PERWAKILAN ROKYAT DAERAH WAL TKOTAMARYA YEPALA DAERAH
KOTAMNADYN DAERNH TINGKAT II MOJOKERTL TINGKAT II MOJOREHTU
Ketua,
Caop. ttd. Cap. ttd.
R. SOEHANADI TEGOEMH SOEJONG, S.H.

Dizahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik  Indo-
nestia Nomor ?73.43%.35 - 1763 tanggan 8 Desember 1997.

DBIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
Dircktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Cap, ttd.
SURNMNTMNN

Diundangkan dalam Lembar an Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT
Mojokerto Tabhun 1998 Seri N1 tanggail I3 Pebruari 1928 MNaomor 170,

A.n. WALIXKOTAMADYA KEPALA GAERAH TINGKAT II
MOJOKERTE
Sekretaric Kotamadya Daesrah

Cap-. ttd.
Ir. Dro. HANDOKO LEPDO PRASTOWD

Pembina Tingkat ¥ o
NIP. 310 040 A20Q




PEMJIELAS AN
LA T B4 T

PERNATURAN DRERAH KOTAMADYN DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 11  TAHUN 1994

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA FPERATURAN DAERAH U7TAMADYA DACRAH TINGKAT 11

MOJOKERTO NOMOR3I TAHUN 1997 TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN
KERAMATAN UMUM DIWILAYAH KOTGMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

PENJELASAN LMUM

Pada dasarnya Peorateran  Caerah  ini mengatur tentang
perubahan pungutan tarip Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian
Umum i wilayah Kotamadya Daerab Tingkat 1 Mojckerto, karena

pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamady: Daerah Tirig -
kat Il Mojokerto Nomor 3 Tahun 1992 ternyata sudah tidak  sresoal
lagi dengan perkembangan keadaan dewasa  ini, maka d 1 pandang
porlu untuk dladakan perubahan dengan  menuangkan Feebemtuan

poerubatan dimakoud dalam suatu Peraturan Daerah irry, sehirgaga
dapat aeringkatkan Peoondapatan Axli Daerah quaa menunjang ke
butuhan Femerintaeh Laerah dalam meningkatakan pelayvaran kepada
masyarakat. .

Pagal I dan II : Cukup jelas



